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WALIKOTA LANGSA.

bah*'a untuk rrenindak la; : ju l i  ketcntuan Pasal -128. Qantt tr  Kota Lartgsa Nott tor

l4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Norlor 3 TahLrn 1007

tentang Penrbentukan dan Penataan Susurtan Organisasi  dan Tata Ke{a Dinas-

dinas Daerah Kota l .angsa. per lu urenetapktrn PeratLrran Wal ikr l ta Lartgsa tentang

Tugas Pokok dan Fr"rngsi Dinas Sosial  Kota Langsa.

bahrva untuk rnaksud tersebut perlLr rnerrc ' tapkan clalarr  suatLr peratur i l l r .

LJndang-Undang Nonror ,14 TahLrn 1999 tcntrng Pen- '-elenggaraan Kcist imc\vaan

Propinsi  Daerah Ist inrerva Aceh ( Lenrbararr Negara Tahun 1999 Nonrot l7 l .

l 'arrrbahan l , .er lbaran Negara Tahurr 1999 Nornor '- ]891 ) I

t - lndang-Unclang Nonror 3 
' fahun 

2001 tentang Perrrbentukan Kota Langsa

(Lerrbararr Negara I-ahurr 200 I  Nonror 83. l -anrbahan Lernbaran Ne_qala Nonor

4 r3 - l ) :

Undang-Undang Norlor l0 J 'ahLrn 2004 teutang PentbentLrkan Peralulan

Perundang-undangan (Leurbaran Negara 
- l -ahun 

2004 Nonror 53 l .  
- fanrbahan

Lembaran Ncgara Nomor 43Bi):

[Jndans-Undang Nonror  j2  l -ahun 2004 ten lang Pe nrer in lahan L)aerah ( [  enrbara t t

Negara l -ahun 2004 Nonror 125. Tarnbaltan Lenrbaran Negara Norrror 1.1i7)

Sebagainrana telalr  c l iLrbah clengan Undang-LJndang Nornor 8 Tuhrrn 2005 tcntang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penguant i  [Jnclang-LIndang Nornor 3 I 'ahrrn

2005 terrtans Perubahan atas lJndang-t , lnclarr_9 Norrclr  32 
' lahun 

200-1 tentarrg

Penrer intahan Daerah nrenjacl i  Undang-tJndang ([-enrbaran t \ \egafa 
' [  

ahLrn ]005

Norrror I  08. Tanrbahan Lenrbararr Negara Nclrnor '  45.18):

2.

5 .  [ ' r r dang-und ; . r r r { . ] .  . .



8 .
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5 . lJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perintbangan Keltangan

antara Pernerintah Pusat darr Pernerintahan Daerah (Lerrbaran Negara TahLur

2004 Nornor 126. Tarnbahan Lembararr Negara Nornor 4438):

Undang-Undang Nornor I  I  Tal tun 2006 tentattg Penrer i t t tahan Acelr

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tarnbahan Letnbaran Negara

Nonror  4633) :

Peraturan Penrer intah Nomor 09 Tahurt  2003 tentang Wervenang

Pengangkatan Pernindahan dan Pemberl tent ian Pegar 'vai  Negeri  Sipi l  :

Keputusan Bersama Menter i  Perrberdal 'aan Aparatur Negara dan Mett ter i

Dalanr Negeri  Nonror 0l /SKB/MENPAN/9/2003 tentang PetLrnjLrk

Pelaksanaan Peraturan Penrer intah Nomor 08 talrun 2003 tentang Pedorran

Organisasi  Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 2003

tentang Wer.venarrg Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhent ian Pegau'ai

Neger i  S ip i l  :

Qanun Kota Larrgsa Nornor 3 Tahr-rn 2007 tentang Pembentukan dan Penataan

Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah di  Lrbah

dengan Qanun Kota Langsa Momor l4 talrun 2007 tentang PerLrbahan atas

Qanun Norror 3 Tahun 2007 tentang pen-rbentukan dan Penataarr Susr-rnan

Organisasi  dan tata ker. ja Dinas-dinas Daerah Kota Larrgsa (Lernbaran

I)aeralr  Kota Langsa Tahun 2007 Nonor l4)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN

FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalant Peraturan ini  yang dimaksud dengan :

I  .  Daerah adalah Daerah Kota Langsa :

2. Pernerintah Daeral t  Kota yang selanjLrtnla disebLrt  Pernerintah Kota adalalr

unsur Denvelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdir i  atas Wal ikota dan

Perangkat Daerah Kota:

Wal ikota adalah Wal ikota Langsa:

Sekretar is Daerah Kota selatt i r -r tnva disebut Sekretar is Daerah adalah Sekretar is

Daerah Kota Langsa :

5 .  D inas  Sos ia l  ada lah  D inas  Sos ia l  Kota  Langsa:

6 .  Kepa la  D inas  ada la l r  Kepa la  D inas  Sos ia l  Kota  l .angsa:

Menetapkan :

a
J .

4 .

7 .  Ke lompok. . .



7. I(elorrpok . labatan Fungsional adalah Pemegang . labatan Fungsional 1,ang

r.nempunvai t r-rgas khusus sesuai dengan bidang kealt l iannya dan jurnlahnr, 'a

disesuaikan dengan kebutuharr.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Sosial  sebagai unsur pelaksana Per.nerintah Daerah 1'ang dipirnpin oleh

seorar lg Kepala Dinas yang berada di  barvah dan beftanggung jarvab langsung

kepada Walikota melalui  Sekretar is Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial  nrempunyai tugas rnernbantu Wal ikota dalam rnelaksanakan urusan

ker.r 'erranqan daerah dibidang Sosial

Pasal 4

[Jntuk rnelaksanakan tugas sebagaimana din-raksud dalam pasal 3,  Dinas Sosial

Kota Langsa mernpulryai  fungsi :

a.  Melaksanakan pembinaan terhadap kervenangan Bidan-q Sosial ;

b.  Perencanaan kebi jakan teknis dibidang Sosiat

c.  Meuyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis dibidang Sosial :

d.  Pelaksanaan t l lgas-tugas lain yang diberikan oleh Wal ikota sesuai dengan bidang

tugasn) 'a.

Pasal 5

Susunan Organisasi

l .  Kepa la  D inas :

2. Bagian Tata Usaha:

3 .  B idang Pemberdayaan Sos ia l :

4 .  B idang Bantuan Sos ia l :

5.  Bidan-e Kesejalr teraan Anak. Keluarga dan Masl,arakat:

6 .  B idang Rehab i l i tas i  Sos ia l :

7 .  Kelompok Jabatan Fungsional.

Bag ian  Per tama. . .



Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

( I  )  Kepala Dinas berkedudukan di  bau'ah dan beftanggung - jalr 'ab langsuug

kepada Walikota melalui  Sekretar is Daerah;

( l  )  Kcpo la  D i r ras  rner r rp r r r rya i  t r rgas

a. Merl i rnpin dan membina Dinas dalarn melaksanakan tugas yag di tetapkan

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

b. Menetapkarr kebi jaksanaan urnl l rn di  daerah di  bidang Sosial :

c .  Menetapkan Keb i jakan Tekn is  d i  b idang Sos ia l :

d.  Melaksanakan ke{asama dengan Instansi }ang nrenvangkut bidang Sosial :

e .  Me laksanakan tugas  D inas  la in  yang d iber ikan  o leh  Wal iko ta  sesua i

dengan bidang tugasn)a.

Bagian Keclua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

( 1 )  Bagian Tata Usaha adalah unsur penrbantu dibiclang penrbinaan dan

pengelolaan adrninistrasi  sef ia penyusunan progralr ,

(2) Bagian Tata Usaha dipirnpirr  oleh seorang Kepala Bagian yang berada di  baualr

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagian 
' Iata 

lJsaha rnetnpunyai t r-rgas melakukarr penyuslrnan perencanaalt  strate-r] ik.

progranr ker ja.  pembinaan dan pengelolaan adurirr istrasi  urnurn. per lengkapan.

keuangart ,  kepegarvaian, orgarr isasi  dan ketatalaksanaan dan penataan arsip.

dokurnentasi .  kerumahtanggaan sefta hubungan masyarakat dan pelal  anan

administrasi  keseluruhan Unit  Kerja di  l ingkungan Dinas.

Pasal 9

Untr-rk rnenyelenggarakan tugas sebagairnana diniaksLrd dalarn pasal 8.  Basian Tata

Usa l ra  rnernpr r r r la i  f r r r rgs i  :

a.  Pelaksanaarr dan pengkoordinasian penyusulran perencanaalr  strategik.  progfanr

kerja dan kegiatan. pengolahan data dan pclaporan sefta penrbinaan Organisasi

Ketatalaksanaan:

b. Pettgelolaan adnrinistrasi  LtrnLrm ) 'ang mel ipLrt i  kepegarvaian. keuangan.

perlengkapan, kerurnahtanggaan. dokunrerrtasi  dan pcnataan arsip:

c.  Penviapan data. infbrrnasi dan hubLrngan ntasyarakat:

d .  P e l a k s a n a a n . . . . .



d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dit tas sesttai  dengart

bidang tugasnya.

Pasal l0

( I )  Bagian Tata Usaha terdir i  dar i  :

a.  Sub Bagian Utlum dan Kepegau'aian;

b. SLrb Bagian Keuangan dan Perlertgkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dinraksr-rd pada ay'at ( l )  dipinrpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di  barvalr  dan berlanggtrng jar, i 'ab

ke pada Kepala Bagian Tata Usaha sesltai  dertgan bidang tugasnya.

Pasal 11

( I  )  Sub Bagian Umurn dan Kepegarvaian rnempunyai t l lgas t le laksanakatr

pengelolaatr  admnistrasi  Llnrunr rarrg nrel iput i  ketatalaksalraan. surat meltyurat.

kerurrnahtarrggaan, perjalanan dinas dan hubungan rnasl 'arakat sefta adrninistrasi

kepegar.vaian. organisasi  dan ketatalaksanaan;

(2) SLrb Bagian Keuangan dan Perlengkapan rnenrpLmyai tugas urelaksartakan

pengelolaan adrninistrasi  keuangan yang rnel iput i  penyusulran al t-qgaran.

pentbukuan. perlanggLrngjar.vaban dan pelaporan keuangatr serta perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

(  l )  B idang Pernberdayaan Sos ia l  ada lah  unsur  pe laksana tekn is  d ib idang

Pernberday'aarr Sosial ;

(2) Bidang Pernberdal 'aan Sosial  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bar.i 'ah dan berlanggLrng jarvab kepada Kepala Diuas.

Pasal l3

Bidan-e Pemberdayaan Sosial  merlpunyai tugas rnelakukan penf iapan bahart

penrbinaan. pelaksanaan dan pelayanan sef ia penyusLnran petLrn- jLrk teknis

penyelenggaraan dibidang Perrberdayaan Sosial  di  Daerah.

Pasa l  l4

Untr"rk menl,elenggarakan t l lgas-tugas sebagairnana dimaksr-rd dalant pasal 13. Bidang

Penrberdavaan Sosial  rnempunyai fungsi :



b .

Penyiapan bahan Pernberdayaan Sclsial  peu) 'usunan pedonran dan petr-rr t j r -rk teknis

Pemberdayaan Sosial  sefta/melaksanakan progaram Pemberdayaan Sosial :

Peny' iapan bahan penyl lsunan pedoman dan petun-iLrk teknis penyelenggaraan

[ )e r r rberdar  aan Sos ia l :

Pelaksarraan tugas-tugas lain yang diberikan olelr  Kepala Diuas sesuai dengatr

bidang tugasnya.

Pasa l  15

Bidang Pernberdayaan Sosial  terdir i  dar i  :

a .  Seks i  Penyu luhan dan B i rnb ingan Sos ia l ;

b.  Seksi Pembinaan Organisasi  dan Srvadaya Sosaial .

Mas ing-mas ing  sebaga imana d imaksud pada ayat  ( l ) ,  d ip imp in  o leh  seorang

Kepala Seksi yang berada di barvah dan beftanggLrng -jarvab kepada Kepala

Bidang Pernberdayaan Sosial  sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Penvuluhan dan Birnbingan Sosial  menrpLrnl ,ai  t l lgas melaksanakarr

penyiapan bahan pedoman dan petLrrr juk teknis penrbinaan, pelaksanaan dan

pelal 'anan sefta penyusr-uran petunjuk teknis penl,elerrggaraan Penvuluhan clan

Bi r rb insan Sos ia l .

Seksi Pernbiuaan Organisasi  dan Sr.vadaya Sosial  nternpLrrr l  ai  tugas

melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedornan dan petun-jLrk teknis

di  bidang Pembinaan Sosial  dan Sr.vadaya Sosial ,  sefta penyiapan bahan

koordinasi dan kerja sarna di  lembaga dan Instansi la in di  bidang Pernbinaan

Organisasi  dan Srvadava Sosisal .

Bagian Keempat

Bidang Bantuan Sosial

Pasa l  l7

B idang Bantua t r  Sos ia l  ada lah  unsur  pe laksana tekn is  d i  b idang Bantuar r  Sos ia l :

B idang Bantuan Sos ia l  d ip in rp in  o leh  seorang Kepa la  B idang yang berada d i

ba"ral t  dan beftanggLrng jarvab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Bantuarr Sosial  mernpunyai tLrgas nrelakr"rkan penyiapan bahan pembinaan

dan pelar. 'artan serta petLrnjLrk teknis Penvelenegara Bantuan Sosial  di  Daerah.

( l )

(2)

( l )

(2 )

( l )

( 2 )

P a s a l  I  9 . . . .



Pasal l9

Uutuk rnenl 'elenggarakan tr-rgas sebagairrana dirnaksLrd dalam pasal I7.  Bidang

Barrtuan Sosial  rnempuyai fungsi :

a.  Penyiapan bahan penyusl lnan pedoman dan petr-rnjuk teknis dibidang Bantuarr

S o s i a l :

b.  Penl, iaparr bahan dan data gLrna penyusunan progranr pembinaan dan petunjuk

teknis dibidang bantuan sosial  ser la menrantau dan rnelaporkan pelaksanaan

pemberian bantuan sosial ;

c.  Pelaksanaan tugas-tugas lainny'a y 'ang diberikan oleh Kepala Dir tas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

( l)  Bidang Bantuan Sosial  terdir i  dar i  :

a.  Seksi Penanggulangan dan Bantuarr Bencaua;

b. Seksi BantLran Kesejahteraan Sosial .  Fakir  Miskin dan Jompo.

(2) Masirrg-rrasing sebagairnana dimaksud pada ayat ( l )  dipirnpin oleh seorans

Kepala Seksi yang berada di  barvah dan bertanggLrng . iarvab kepada Kepala

Bidang Bantuan Sosial  sesuai bidang tugasnya.

Pasa l  21

( l )  Seksi Pettangulatrgan datt  Bantuan Bencana rnernpunl,ai  tugas ntelakukan

penl, iapan baltan pentbinaarr dan pelay,anan serta petLrrr j t rk teknis

penyelenggaraan Perranggr-r langan dan bantuan bencaua;

(2) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ,  Fakir  Miskin dan Jompo Inentptur\ai  tus,as

Inelakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serla peltyusunan

petLrnjLrk teknis penvelenggara bantuan kese. jahteraan sosial .  fakir  miskin dan

jompo.

Bagian Kel ima

Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat

Pasnl 22

( I  )  Biclang Kesejahteraan Anak. Keluarga dan Masl 'arakat adalah Llnsl l r

pelaksanaatr teknis di  bidang Kesejahteraan Anak. Keluarsa. dan Mastarakat:

(2) Bidang Kesejalr teraan Anak, Keluarga dan Masvarakat dipirnpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di  bawah dan beftanggLrng jarvab kepada Kepala

Dinas .

P a s a l  2 3 . . . . . .



Pasal 23

Bidan-e l (esejahteraan Anak. Keluarga darr Masyarakat rnelakukan penyiapan bahan

pedor.nan darr petLrnjuk teknis di  bidang Kesejahtcraan Anak. Keluarga" darr

Masl'arakat cl i Daeralr.

Pasal 24

Untr-rk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22, Bidang

Kesejalr teraan Anak, Keluarga dan Masyarakat rnempnnyai fungsi :

a.  Penl, iapan bahan pedoman darr petunjuk teknis penyuluhart  dan Birrbingan

Sosial  kepada Anak. KelLrarga. dan Masyarakatt

b. Penl, iapan bahan dan penyelenggaraan perrbirraan terhadap Kese-f  ahteraan

Anak. Keluarga, dan Masyarakat;

c.  Pelaksanaan tr"rgas-tugas lainnya yang diberikan oloe Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya:

Pasal 25

( 1) Bidang Kesejahteraan Anak, Kelr-rarga dan Masyarakat terdir i  dar i  :

a.  Seksi Kesejahteraan Anak dan Pant i  Asuhan:

b. Seksi Kesej alr teraan Keluarga Masl 'arakat,  Perint is Kemerdekaan/Pahlar,van

(2) Masing-nrasing sebagairnana dirnaksud pada a1,at ( l )  dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di  barvah dan beftangeLrng jarvab kepada Kepala

Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang t l lgasnya.

Pasal 26

( I  )  Seksi Kesejahteraan Anak dan Pant i  Asuhan lrerrpr" lnyai tugas melaksanakan

rnemberikan pelayanan kesejahteraan anak dan pant i  asuhan yang berkual i tas

adi l  dan ter jangkau dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan anak dan

oant i  asuhan.

(2) Seksi Kesejahteraan Anak dan Pant i  AsLrhan rnempunvai tugas melakukan

pengawasan pelaksanaan Kesejahteraan Anak dan Pant i  Asuhan.

Bagian Keenam

Bidang Rehabi l i tasi  Sosial

Pasal 27

( l )  Bidang Rehabi l i tasi  Sosial  adalah unslrr  Pelaksanaan Teknis di  13idarrg

Rehab i l i tas  Sos ia l l

(2 )  B idang Rehab i l i tas i  Sos ia l  d ip i rnp in  o leh  seorang Kepa la  B idang vang berada d i

barvah dan beftanggung jawab kepada Kepala Dinas.

P a s a l  2 8 . . . . . .



Pasnl 28

Bidang Rehabi l i tasi  Sosial  rrempunyai tLrgas rrelakukan penf iapan baltan pedotnau

dan pe tun juk  tekn is  d i  b idang Rehab i l i tas  Sos ia l  d i  Daerah.

Pasal 29

Untuk rnenvelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22. Bidang

Rehab i l i tas i  Sos ia l  mempun l 'a i  fungs i  :

a.  Peny iapan bahan penyusunan pedorran dan petun-iLrk teknis dibidang

Rehab i l i tas i  Sos ia l :

b.  Penyusunan rencana program dan petunjLrk teknis di  bidang Rehabi l i tas

Sos ia l :

c.  Pelaksana rencana program dan petunjuk teknis di  bidang Rehabi l i tas

Sos ia l :

d .  Pe laksanaan pengawasan dan pengenda l ian  d i  b idang Rehab i l i tas i  Sos ia l :

e.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan t l lgas:

f .  Pelaksanaan tugas-tugas lainnya Iang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang t l rgasuva.

Pasal 30

(  l )  B idang Rehab i l i tas i  Sos ia l  te rd i r i  dar i  :

a.  Seksi Rehabi l i tasi  Perryandang Tuna Sosial :

b.  Seksi Penyandang dan Rehabi l i tasi  Penvandang Cacat:

(2) Masing-nrasing sebagaimana dir laksr-rd pada ayat ( l )  dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yarrg berada di  barvah dan bef ianggung . jarvab kepada Kepala

B idang Rehab i l i tas i  Sos ia l  sesua i  dengan b idang tugasnya.

Pasal 3l

( l )  Seksi Rehabi l i tasi  Penyandang Tuna Sosial  r len.rpr-rrrvai  tugas rnelaksanakan

pengendal ian teknis penyiapan bahan pengawasan dan pengendal ian di  bidang

Rehabi l i tas Penyandang Tuna sosial  serta menyiapkan bahan evaluasi darr

pelaporan pelaksanaan tugas:

(2) Seksi Pertvandang dan Rehabi l i tasi  Penyandang Cacat rnempunl 'ai  tuuas

rnenyiapkan bahan penyiapan bahan. pen'rbina dan pelaksana rehabilitasi

penyandang cacat: .

B a g i a n  K e c n a n r  .  . .  .  . .



Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal J2

Ke lor lpok Jabatan FLrngsional rrerrrpunr, 'a i  tugas r lelaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daeralr  sesuai densan keahl ian dan kebutuhan.

Pasal 33

( l)  Kelornpok Jabatan Fungsional terdir i  dar i  sejumlah tenaga fungsional y 'ang

diatur dan di tetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2 )  Ke lonrpok  Jabatan  Fungs iona l  sebaga imana d i rnaksud pada ayat  ( l )  d ip imp in

olelr  seorang tenaga f lngsional senior yang di tunjuk ;

(3 )  Jurn lah  tenaga Fungs iona l  sebaga i rnana d i r raksud pada ayat  (1 )  d i ten tukan

berdasarkan kebutulran dan beban kerja:

(4) . fenis dan jenjang f i rngsional sebagaimana dinraksud pada a1'at ( l )  diatLrr-

berdasarkan Peraturarr dan Perundang-undangan yang berlakLr :

(5) Kelompok Jabatan Fungsional rnelnpunvai tugas sesuai dengan Perundangan

rang ber laku .

BAB I I I

TATA KER.IA

Pasa l3 .1

a. Dalanr rnelaksanakan tugas Kepala Dinas. Kepala Bagian, Kepala Bidan,s.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelonrpok Jabatan Fungsiorral  ua. j ib

melaksanakan pr ins ip  koord inas i .  in tegras i  dan s inkron isas i  ba ik  da la rn

l i r tgkunean trrasi trg-r t tasir tg rr tatrpun antar satuan orgarr isasi  di  l ingkurr-uan Dinas

serta dengan Instansi la in sesuai dengan tugas pokoknya rnasing-l lasi l tg:

b. Set iap pimpirtan Satuarr Organisasi  di  l ingkun-gan Dinas rvaj ib nelaksanakan

penga\\ 'asan melekat.

Pasal 35

( l )  Dalarn hal Kepala Dinas t idak dapat rnen-ialankan tugasnya karena berhalangan.

nraka Walikota menunjuk Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang

tuntuk meu,aki l inya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalt

dengan menperhat ikan senior i tas dan kual i tasny'a:

(2) Dalarn hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang t idak dapat

Inenjalankan tugasnya karena berhalangan. rnaka Kepala Dinas menunjrrk salah

seorans Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya ntasing-

Inasing untuk rr ter.vaki l inya sesuai Peratulan Perurndang-undangan lang berlaku

dengan merrperhat ikan senior i tas dan kLral i tasnya:

l 0

1 3 1  D a l a n r  h a l .  .  .



Pasal 38

Peraturan ini  mulai  ber laku pada tanggal diundangkart

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturatr ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 07 Desember 2007

Y ' u

Diundangkan di  Larrgsa
pada tanggal 07 Desernber 2007

27 Zulkaidah 1428

SEKRETARI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO7 NOMOR 44

Zulkaidah 1428

A LANGSA]

ERAH KOTA LANGSA.

12


